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BAB VI
PENUTUP
6.1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis penulis terhadap transparansi dalam tata kelola
keuangan desa di Desa Kerirea Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende Tahun
anggaran 2016 secara umum dapat di simpulkan bahwa kurang transparansi. Hal
ini dapat dibuktikan dari beberapa kesimpulan dari aspek berikut:
1. Transparansi pada tahap perencanaan
Pada tahap perencanaan, pemerintah desa kurang transparan dalam
memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan perencanaan
pembangunan dan perencanaan anggaran serta tidak adanya media
informasi di desa yang bisa di akses oleh masyarakat. Hal ini dibuktikan
dengan hasil wawancara penulis dengan masyarakat Desa Kerirea dan
hasil observasi di kantor desa yang menunjukan bahwa tidak ada papan
informasi atau media informasi di kantor desa dan tempat lain.
2. Transparansi pada tahap pelaksanaan
Pada tahap pelaksanaan, pemerintah desa kurang transparan atau terbuka
dalam memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan
pelaksanaan pembangunan serta informasi mengenai adaministrasi dan
pembelanjaan ataupun tidak menyediakan sarana informasi yang bisa di
akses oleh masyarakat, tetapi dalam pelaksanaan keterlibatan masyarakat
sangat tinggi. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara penulis dengan

masyarakat Desa Kerirea dan hasil observasi penulis menunjukan bahwa
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tidak adanya papan informasi mengenai proyek pembangunan yang
ditempel pada setiap tempat pelaksanaan pembangunan.

. Transparansi pada tahap penatausahaan

Dalam tahap penatausahaan masyarakat tidak pernah bertanya terkait
dengan pengelolaan anggaran pelasanaan kegiatan di Desa Kerirea serta
pemerintah desa yang belum terbuka dalam memberi informasi terkait
dengan dokumen — dokumen pembiayaan. Hal ini dibuktikan dengan hasil
wawancara penulis degan masyarakat desa dan aparat desa.

. Transparansi pada tahap pelaporan

Dalam tahap pelaporan  pemerintah desa melakukan laporan pada
pertengahan tahun anggaran dan pada akhir tahun anggaran serta sering
ada keterlambatan dalam pelaporan dikarenakan aparat Desa Kerirea
belum mahir dalam mengoperasikan komputer dan ada nota Klarifikasi
yang diberikan pemerintah desa kepada BPD namum tidak pernah ada
klarifikasi. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara penulis dengan
masyarakat desa kerirea dan aparat desa.

. Transparansi pada tahap pertanggungjawaban.

Dalam tahap pertanggungjawaban, pemerintah Desa Kerirea kurang
transparan. Hal ini dikarenakan dalam pertanggungjawaban di sampaikan
secara langsung kepada masyarakat dan BPD tetapi tidak disertai dengan
dokumen serta pertanggungjawaban. Pada tingkat desa di sampaikan
kepada aparat desa dan BPD, sedangkan kepada masyarakat di sampaikan

pada musrembangdus dan penggalian gagasan untuk tahun anggaran
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berikutnya. Hal ini di buktikan dengan hasil wawancara penulis dengan

mayarakat Desa Kerirea dan aparat Desa Kerirea.

6.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, sehubungan dengan
Transparansi dalam tata kelola keungan desa di Desa Kerirea Kecamatan
Nangapanda Kabupaten Ende Tahun anggaran 2016, maka disarankan:

1. Pemerintah desa harus memberikan informasi dalam perencanaan
anggaran dan perencanaan pembangunan kepada masyarakat yang
disosialisasikan menggunakan sarana papan informasi, sehingga
masyarakat dengan mudah mendapat informasi di desa.

2. Dalam tahap pelaksanaan pemerintah desa harus memberikan informasi
dalam pelaksanaan pembagunan disertai degan administrasi pembiayaan
kepada masyarakat serta ditempelnya papan pengumuman yang terkait
dengan pembiayaan pelaksanaan proyek di setiap proyek pembangunan
yang ada di desa. dan tetap pertahankan tingkat partisipasi masyarakat
yang tinggi dalam pelaksanaan.

3. Dalam tahap penatausahaan masyarakat desa harus minta informasi
pembiayaan serta aparat desa harus memberikan informasi pembiayaan
kepada masyarakat.

4. Dalam tahap pelaporan pemerintah harus di laporkan pada setiap bulan
dan pemeirntah desa harus belajar dalam mengoperasikan komputer.

5. Dalam pertanggungjawaban pemerintah desa harus melaporkan

pertanggungjawaban kepada masyarakat dan disertai dokumen LPJ.
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Lampiran 1

Pedoman Wawancara

I. Penjelasan Umum
1. Penelitian ini semata - mata bertujuan ilmah dalam kaitannya dengan
tugas akhir
2. Hasil penelitian ini tidak dipublikasikan kepada khalayak atau pihak
manapun
3. Mohon kesediaan bapak/ibu/saudara/i untuk memberikan jawaban secara
tepat dan jujur demi kelancaran dan ketepatan analisis hasil penelitian.
4. Atas kesediaan bapak/ibu/saudar/i yang telah meluangkan waktu, tenaga
dan pikiran peneliti menyampaikan terimaksih
1. Identitas Responden
Nama
Umur
Jenis Kelamin
Jabatan/ Pekerjaan
Pendidikan
Alamat
I1l.  Daftar Pertanyaan
A. Perencanaan
1. Apakah bapak/ibu mendapatkan informasi mengenai sosialisasi

mulai dari muserenbang dusun dan musrenbang Desa?
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2. Apakah bapa/ibu terlibat dalam pertemuan mulai dari dusun atau
musywarah desa?
3. Apakah bapak/ibu dengan mudah mendapatkan informasi hasil
musywarah di dusun atau desa?
B. Pelaksanaan
1. Apakah bapak/ibu mengetahui informasi kegiatan yang di
laksanakan di desa?
2. Apakah bapak/ibu terlibat dalam kegiatan yang diaksanakan di
desa?
3. Apakah bapak/ibu dengan mudah mendapat informasi mengenai
administrasi dan pembelanjaan kegiatan?
C. Penatausahaan
1. Apakah bapak/ibu meminta informasi mengenai bukti
pembiayaan kegiatan?
2. Apakah bapak/ibu dengan mudah mendapatkan informasi
mengenai bukti pembiayaan kegiatan?
3. Apakah bapak/ibu meminta Kklarifikasi mengenai kesesuaian
dokumen dengan pembiayaan?
D. Pelaporan
1. Apakah bapak/ibu mengetahui informasi mengenai laporan
kegiatan yang diberikan pemerintah Desa?
2. Bagaimanakan bapak/ibu mendapatkan informasi mengenai

laporan kegiatan yang diberikan pemerintah desa?
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E. Pertanggungjawaban
1. Apakah selama ini pemerintah desa mempertanggungjawabkan
pengelolaan keuangan?
2. Bagaimanakah bapak/ibu mendapatkan informasi mengenai
laporan kegiatan yang diberikan pemerintah desa?
3. Apakah bapak/ibu meminta penjelasan mengenai
pertanggungjawaban yang diberikan oleh pemerintah Desa?
Catatan:
Pertanyaan yang dibuat diatas merupakan pertanyaan penuyntun yang akan

berkembang saat penelitian.



